
  
 

 
 
 
 
 

 
 WALIKOTA SIBOLGA 
 

  PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

    PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
 NOMOR 06 TAHUN 2018 

 

    TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  

  NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

   TAHUN ANGGARAN 2018 

 
                          DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
     WALIKOTA SIBOLGA, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 
 

b. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c. 

bahwa  untuk menyesuaikan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil 

(DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan 

petunjuk teknis, dan untuk menyesuaikan usulan beberapa 

OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga terhadap 

beberapa kegiatan yang dianggap mendesak, maka Peraturan 

Walikota Sibolga Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 perlu diubah;   

 

bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dijelaskan bahwa pergeseran anggaran antara rincian 

objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antara objek 

belanja dalam jenis belanja bekenaan dilakukan dengan cara 

mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar 

pelaksanaan, selanjutnya dianggarkan dalam rancangan 

peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah;  

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 
 

SALINAN 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 
 

 
 
 

2. Undang-Undang.... 



 

 
 

    2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

 

    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

 

    4. 

 
 
 
 

  5. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

    6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

    7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

    8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

 

    9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

11. Undang-Undang.... 



 

 
 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

 

  17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 

 

 

19. Peraturan.... 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN   DAN   BELANJA   

DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 87) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 1, angka 1) dan angka 3) huruf a, dan huruf b angka 2 Pasal 1 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1.  Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 108.129.370.832,00   

b. Dana Perimbangan Rp. 520.923.662.000,00   

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp. 36.023.695.266,00   

      
 Jumlah Pendapatan Rp.  665.076.728.098,00 

 

 

 

 

 

 

 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 

  21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); 

 

  22. 
 

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran 

Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12); 

   
23. 

 
 

 

24. 
 

 
 

 
 

 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 18); 

 

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 

Nomor 87); 

2. Belanja.... 



 

 

2. Belanja : 
 

a. Belanja Tidak Langsung 
 

1). Belanja Pegawai Rp. 244.450.845.650,12   

2). Belanja Hibah Rp. 6.284.400.000,00   
3). Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.540.720.000,00   
4). Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota/ 

Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 

Rp. 349.954.815,00   

5). Belanja Tidak Terduga Rp. 565.000.000,00   

   
  Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.  266.190.920.465,12 

 

b. Belanja Langsung 
 

1). Belanja Pegawai Rp. 63.186.181.872,00   
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 198.174.441.375,00   

3). Belanja Modal Rp. 158.425.184.386,00 
 

  

  Jumlah Belanja Langsung   Rp.  419.785.807.633,00 

  Surplus/(Defisit)  Rp.  (20.900.000.000,00)
  

3. Pembiayaan : 
 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.000.000.000,00   
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.100.000.000,00   
      

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    20.900.000.000,00 
     

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum pada Lampiran I 

Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 
4. Ketentuan Pasal 4 dihapus. 

 
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

Pasal II.... 



 

 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 
 
 

 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 16 Maret 2018 

 

WALIKOTA SIBOLGA, 
 

            dto. 
 

M. SYARFI HUTAURUK 
 
 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 16 Maret 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 
 

 

         dto. 
 

 
MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M, M.M. 

 
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 97 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


